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g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

i

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Pasal 239

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di

bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

C.

penyusunan kebijakan teknis dilingkup badan;
pelaksanaan tugas dukungan teknis dilingkup badan;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis dilingkup badan;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilingkup badan;
penyelenggaraan urusan bidang anggaran;
penyelenggaraan urusan bidang Perbendaharaan,
Akuntansi dan Pelaporan;

penyelenggaraan urusan bidang Barang Milik Daerah;
penyelenggaraan urusan bidang Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan Daerah;

penyelenggaraan urusan bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 240

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan

memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di

lingkungan Badan.

(2) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: #



(1)
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a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi badan
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan program. keuangan, pelaporan,
kepegawaian, umum, perlengkapan, dokumentasi, hukum,
data dan informasi serta hubungan antar lembaga
masyarakat;

b. pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di
lingkungan badan;

c. pengoordinasian dan pengaturan kerjasama,

d. pengoordinasian perumusan Kkebijakan strategis di
lingkungan badan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkup badan;

f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh

atasan;

Pasal 241
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
memberikan saran dan pertimbangan, melaksanakan urusan ke
tatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga badan, urusan
data kepegawaian, melakukan penyelesaian administrasi
kepangkatan, pensiun/cuti, serta membuat daftar nominatif dan
Daftar Urut Kepangkatan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
fungsi :
a. mengumpulkan dan mengolah data di bidang tata usaha,
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
b. menyimpan dan memelihara arsip, buku-buku dan
dokumentasi;
c. melakukan inventarisasi, kebersihan kantor dan rumah
tangga badan;
d. menyiapkan bahan data bagi pengambilan keputusan
atasan di bidang administrasi dan kepegawaian;
e. menyiapkan acara penyelenggaran upacara, rapat dan
pertemuan badan;

f. mengatur akomodasi, Pengamanan dan perjalanan dinas; ,ﬂ



k.

1
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menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, juknis dan juklak serta bahan-bahan lainnya

yang berhubungan dengan Kepegawaian;

mengumpul, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan pengelolaan administrasi
Kepegawaian;

membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);

membuat usul kenaikan pangkat, pemberhentian PNS
dengan hak pensiun;

mengolah administrasi kenaikan gaji berkala dan cuti PNS;

memberikan saran dan pertimbangan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 242

(1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran

pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan
dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD.
Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

-

5 om0

koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA
PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;

penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD;

penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis
penyusunan anggaran SKPD;

mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
mengoordinasikan perencanaananggaran belanja daerah
mengoordinasikan perencanaananggaran pembiayaan;

penyediaan anggaran kas; dan

. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh

atasan. ﬂ
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Pasal 243

Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan APBD mempunyai
tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran
dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pengelolaan data
dan pengembangan sistem serta pengevaluasian dan pelaporan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan APBD dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanakan Kkegiatan Sub Bidang Perencanaan dan
Penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD sebagai
pedoman landasan kerja;

c. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang
tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD,;

d. Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Perencanaan
dan Penyusunan APBD menyiapkan bahan-bahan dalam
rangka pemecahan masalah;

e. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan
cara melakukan, mencari, mengumpulkan, menghimpun,
mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan bidang tugas;

f. Melaksanakan Perencanaan dan Penyusunan RAPBD danb
Perubahan RAPBD;

g. Melaksanakan rancangan dan keuangan Pemerintah daerah;

h. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 244
Sub Bidang Anggaran Dan Verifikasi mempunyai tugas untuk

melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dalam ﬁ



(2)

-204 -

menyiapkan bahan mulai proses perencanaan,

pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pengelolaan data

dan pengembangan sistem serta pengevaluasian dan pelaporan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Anggaran Dan Verifikasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

Perencanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran Dan Verifikasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bidang Anggaran Dan Verifikasi sebagai pedoman
landasan kerja;

Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang
tugas Sub Bidang Anggaran Dan Verifikasi;
Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bidang Anggaran
Dan Verifikasi menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan
cara melakukan, mencari, mengumpulkan, menghimpun,
mensistemastiskan dan atau mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan bidang tugas;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman/petunjuk teknis yang
berhubungan dengan penyusunan anggaran;
Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan penyusunan anggaran;

Mengoordinir pelaksanaan/pengoperasian SIMDA Gaji dan
Keuangan;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis dibidang penyusunan anggaran;
Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan  penyusunan anggaran dan

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; #
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k. Menerima dan mengolah rencana anggaran belanja
rutin/pembangunan yang disusun dalam DUK/DUP dari
masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;

1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan naskah SKO
anggaran rutin/pembangunan;

m. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran kas
budged rutin/pembangunan;

n. Melakukan penelitian terhadap penyediaan kredit anggaran
rutin/pembangunan;

0. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana
perubahan anggaran rutin/pembangunan serta menyiapkan
bahan dalam rangka penyusunan konsep nota perubahan
anggaran,;

p. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
laporan bulanan tentang hasil penyusunan
DUK/DIK,DUP/DPI;

q. Menyiapkan surat keputusan otoritas atas dasar program
kerja keuangan yaitu berdasarkan DIP untuk membangun
dan DIK untuk rutin;

r. Menyiapkan bahan pengendalian terhadap penyediaan kredit
anggaran rutin dan pembangunan;

s. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan
berkala tentang realisasi anggaran belanja daerah
berdasarkan SKO dan SPMU yang diterbitkan serta SJ yang
telah disahkan;

t. Menganalisa rencana anggaran rutin dan pembangunan;

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 245

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan dibidang Perbendaharaan mempunyai
tugas melakasanakan urusan di bidang perbendaharaan dan
pembukuan, pengendalian dan penerbitan SPD dan SP2D serta
tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah; ﬁ
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b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer lainnya;

e. mengoordinasikan penempatan wuang daerah dengan
membuka rekening kas umum daerah;

f. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan
pendistribusian lembar SP2D;

g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan
dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta
penerbitan SKPP;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas,
dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah
yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis
pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai
optimalisasi kas;

j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan
pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas
SP2D dengan instansi terkait;

k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis
administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan
dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan
pertanggungjawaban (SPJ); dan

1. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/

pengembalian kelebihan penerimaan.

Pasal 246
Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas untuk
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan dalam
menyiapkan bahan mulai proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pengelolaan data

dan pengembangan sistem pengevaluasian dan pelaporan ﬂ
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berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

melaksanakan pengelolaan kas daerah;

melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;

c. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;

. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;

melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan
uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah
sesuai dengan rekening kas umum daerah;

melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian
penerimaan dan pengeluaran daerah;

melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi
pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan
pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas
dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi
kas;

melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan
uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka
penerimaan daerah;

merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang
daerah;

menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara

periodik;

. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/

pengembalian kelebihan penerimaan;

. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi

pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian
kelebihan penerimaan,;

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

terkait pendapatan daerah; ‘H
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r. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

s. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

t. menyimpan uang daerah;

u. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
penjaminan atas nama pemerintah daerah;

v. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah; dan

w. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan
fungsi bidang atau SKPD lain.

Pasal 247

Sub Bidang Pengendalian dan Penerbitan SPD dan SP2D

mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Bidang

Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan mulai proses

perencanaan, penorganisasian tugas dan pelaksanaannya,

pengelolaan data dan  pengembangan  sistem = serta
pengevaluasian dan pelaporan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Sub Bidang Pengendalian dan Penerbitan SPD dan SP2D dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penatausahaan  pembiayaan daerah
(perbendaharaan);

b. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan
daerah (perbendaharaan);

c. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD,
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen
SPM;

d. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar
SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;

e. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan
pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji

dan non gaji;
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f. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan
pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan
instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

g. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

h. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta
melaksanakan proses penerbitan SKPP;

i. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal
pelaksanaan perbendaharaan,;

j. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;

k. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban
(SPJ);

1. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep
naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

m. menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
terkait belanja daerah; dan

n. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat

Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Pasal 248
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan urusan dibidang Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Monitoring dan Evaluasi serta tugas lain
yang diberikan oleh atasan.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
fungsi :
a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi)
penerimaan kas daerah;
b. pengoordinasian  pembukuan  anggaran  (akuntansi)
pengeluaran kas daerah;
c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; #
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d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah
Daerah;

e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten;

f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD,
BLUD dan PPKD;

g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja
serta pembiayaan;

i. penyusunan  analisis Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah,;

k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah;

1. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
dan

m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem

akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 249

Sub Bidang Pelaporan Penerimaan Keuangan Pemda
mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Bidang
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan
mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan
pelaksanaannya, pengelolaan data dan pengembangan sistem
pengevaluasian dan pelaporan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Sub Bidang Pelaporan Penerimaan Keuangan Pemda dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah; Aﬁ
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b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas
daerah;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
penerimaan kas daerah,;

d. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan
pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh
SKPD;

e. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas
transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

f. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan
kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;

g. melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang
dilakukan oleh SKPD;

h. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan
SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;

i. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan
laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;

j. menganalisa laporan realisasi penerimaan;

k. menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik
(bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);

1. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap
kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);

m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah;

n. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi
penerimaan;

o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskah dinas yang terkait dengan penerimaan.

Pasal 250
Sub Bidang Pelaporan Pengeluaran Kas Pemda mempunyai
tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi
dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan mulai proses
perencanaan, penorganisasian tugas dan pelaksanaannya,

pengelolaan data dan  pengembangan  sistem = serta

#
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pengevaluasian dan pelaporan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Sub Bidang Pelaporan Pengeluaran Kas Pemda dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah,;
mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengeluaran kas daerah;

melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan
pengukuran data transaksi pengeluaran;

menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi
pengeluaran;

menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester [ dan
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

mengikhtisarkan pengeluaran;

menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan
saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan;

melakukan posting atas pengeluaran;

menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;

melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan
SKPD terkait;

menyusun Rancangan  Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan
laporan pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD
secara periodik (bulanan, triwulanan, semester dan
tahunan);

menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD;

menganalisa laporan realisasi pengeluaran;

melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
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r. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap
kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);

s. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem
akuntansi pemerintah daerah,;

t. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi
pengeluaran;

u. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran;

Pasal 251

Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pengadaan, Pengelolaan, Penghapusan

Aset Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah serta

Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan
jenis dan tipe barang;

b. mengoordinasikan penyiapan  bahan  pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang
milik daerah;

c. mengoordinasikan  penyiapan bahan = pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan /perawatan barang milik daerah;

d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik,
administrasi dan hukum barang milik daerah;

g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

i. meneliti dokumen wusulan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; @
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j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka

penyusunan laporan barang milik daerah;

k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan
barang milik daerah dari SKPD; dan

1. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan

pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 252

Sub Bidang Pengadaan, Pembinaan Dan Pengawasan BMD

mempunyai tugas melaksanakan Pemantauan Pengadaan

Barang Milik Daerah, Pebinaan serta Pengawasan penggunaan

Barang Milik Daerah.

Sub Bidang Pengadaan, Pembinaan Dan Pengawasan BMD

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi :

a. merencanakan kegiatan sub bidang pengadaan, pembinaan
dan pengawasan bmd sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
sub bidang pengadaan, pembinaan dan pengawasan BMD;

c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang
tugas sub bidang pengadaan, pembinaan dan pengawasan
BMD;

d. mengiventarisasi permasalah-permasalah yang berhubungan
dengan bidang tugas sub bidang pengadaan, pembinaan dan
pengawasan bmd menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;

e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan
cara melakukan, mencari, mengumpulkan, mensistematikan
dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang tugas; ‘&

f. melakukan pembinaan aset daerah;
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g. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aset
daerah; DAN

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 253

Sub Bidang Mutasi Dan Penghapusan BMD mempunyai tugas

untuk melaksanakan sebagian tugas Bidang Barang Milik

Daerah serta melaksanakan pendataan BMD yang di mutasi

serta mengusulkan dan melaporankan barang milik daerah yang

akan di hapus.

Sub Bidang Mutasi Dan Penghapusan BMD dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Mutasi Dan
Penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bidang Mutasi Dan Penghapusan BMD;

c. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai tugas
Sub Bidang Mutasi Dan Penghapusan BMD;

d. Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan tugas Sub Bidang Mutasi Dan
Penghapusan BMD serta menyiapkan bahan-bahan dalam
rangka pemecahan masalah;

e. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan
cara melakukan, mencari, mengumpulkan, menghimpun,
mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan bidang tugas;

f. Mengoordinir pelaksanaan/pengoperasian SIMDA Aset;

g. Mengikuti pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah melalui panitia pembangunan daerah;

h. Menyiapkan bahan kontrak dan berita acara dalam rangka
pelaksanaan pengadaan; ‘?@
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Mengolah data dan bahan rangka menyusun kebutuhan
perbekalan dan materil bagi instansi dilingkungan
Pemerintah Daerah;

Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

. Melakukan penelitian realisasi penggunaan barang-barang

baik secara fisik terhadap status barang inventaris;
Menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang
baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk
dihapus;

. Memproses dan melakukan penghapusan aset sesuai dengan

prosedur yang berlaku;

. Menilai mutu perlengkapan yang diperlukan pemerintah

Daerah

. Mengumpulkan dan meneliti penawaran harga dan mutu

perlengkapan dari rekanan pemerintah daerah;

. Menyusun daftar rekanan maupun yang telah Ilulus

prakualifikasi;

. Menyiapkan bahan kontrak dan berita acara dalam rangka

pelaksanaan pengadaan;

. Mengikuti pelaksanaan pelelangan perlengkapan dan

bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

melakukan panitia pembangunan pemerintah Daerah;

. Menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara

pemeriksaan, penerimaan, penolakan pengeluaran barang-
barang dan tata administrasi gudang;

Mencatat dan mensistematiskan dalam bentuk kartu kendali
gudang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang
(SPPB), serta meneliti dan memeriksa barang-barang yang

akan dikeluarkan dari gudang;

. Melakukan penatausahaan dan menyiapkan bahan

kelengkapan dokumen/surat-surat barang yang akan
didistribusikan;

. Melakukan penelitian realisasi penggunaan barang-barang

materil dan penelitian secara fisik terhadap status barang

inventaris;

w. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. #
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Pasal 254

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan

urusan dibidang pendataan, pendaftaran, pencatatan,

penagihan, pertimbangan, penyelesaian perkara, investasi
daerah dan dana perimbangan serta tugas lain yang diberikan
oleh atasan.

Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah,;

b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan
penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;

c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah;

d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan
bukan pajak;

e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan
daerah;

f. pelaporan pendapatan daerah,;

g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan
retribusi daerah;

h. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan
pengembangan pendapatan daerah,;

i. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;

j. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur
pajak daerah dan retribusi daerah;

k. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang
terkait dengan pendapatan daerah;

1. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan
pajak daerah dan retribusi daerah;

m. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan
penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah
kepada masyarakat;

n. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi
daerah yang berbasis teknologi informasi;

o. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam

perumusan kebijakan pendapatan daerah; #
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melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib
pajak dan retribusi;

melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah; dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah.

Pasal 255

(1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pencatatan mempunyai

(2)

tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan

dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan,

pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pengelolaan data

dan pengembangan sistem serta pengevaluasian dan pelaporan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pencatatan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a.

merencanakan kegiatan sub bidang pendataan, pendaftaran,
dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
sub bidang pendataan, pendaftaran, dan pencatatan;
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan, pedomn dan petunjuk teknis mengenai tugas sub
bidang pendataan, pendaftaran, dan pencatatan;
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan tugas sub bidang pendataan,
pendaftaran, dan pencatatan,

melakukan analisa pemetaan potensi sumber pajak daerah
yang tersebat di tiap daerah;

melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi dalam rangka
optimalisasi sumber dan potensi penerimaan pajak daerah;
melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring,
dan Kklasifikasi data penerimaan retribusi daerah dan

pendapatan lainnya; ‘ﬁ
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h. melaksanakan pemeriksaan lokasi objek pajak dan subjek
pajak dan melaporkan hasilnya;

i. mengkoordinasikan penyusunan daftar objek pajak dan
subjek pajak daerah serta daftar induk wajib pajak daerah;

j. melakukan monitoring dan evaluasi, pembaharuan dan
pemeliharaan serta penyajian informasi data objek dan
subjek pajak daerah;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 256

Subbidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas untuk
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendapatan dalam
menyiapkan bahan mulai proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pengelolaan data
dan pengembangan sistem serta pengevaluasian dan pelaporan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Subbidang Penetapan dan Penagihan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan

fungsi:

a. Merencanakan kegiatan sub bidang penetapan dan
penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis,
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub
bidang penetapan dan penagihan,;

c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun
kebijakan pedoman dan petunjuk teknis mengenai tugas
sub bidang penetapan dan penagihan;

d. mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan
pendapatan lain-lain;

e. melakukan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi
daerah;

f.  menyiapkan usulan penetapan penerimaan dan perubahan

target retribusi daerah dan pendapatan lainnya; #
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g. menyusun, merumuskan, dan mengusulkan penetapan
dan perubahan tarif retribusi;

h. memberikan bimbingan tentang mekanisme perhitungan,
penilaian, penetapan, penerbitan, dan penyampaian surat
ketetapan pajak daerah (SKPD);

i. melaksanakan verifikasi dan analisa data hasil pendataan
dan pendaftaran objek pajak dengan memperhatikan
pemetaan lokasi objek pajak untuk menentukan
pendekatan penilaian dan penetapan besaran objek pajak;

j.  melaksanakan koordinasi dengan pihak pemerintah
kecamatan atau desa secara berjenjang dan pihak bak
selaku pengelola rekening penerimaan pemerintah
kabupaten, dalam penyelenggaraan pemungutan pajak;

k. menyusun dan menerbitkan surat penetapan pajak daerah
dan laporan realisasi capaian pajak daerah berdasarakan
surat pemberitahuan pajak daerah maupun yahng
dilaporkan secara online;

1.  melakukan monitoring realisasi pembayaran pajak;

m. melakukan pemeliharaan dan penyajian informasi data
penilaian, penetapan dan realisasi pajak daerah;

n. melakukan penagihan secara berkala di wilayah atau
tempat-tempat usaha sesuai ketentuan yang berlaku;

0. menyusun laporan penerimaan retribusi dan pajak daerah;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 257
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: #
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a. Pelaksanaan  urusan  pemerintahan di = bidang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pelayanan administrasi;

c. Penyelenggaraan urusan dibidang Mutasi, Promosi,

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

d. Penyelenggaraan urusan dibidang Pengembangan

Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 258

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan

memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di

lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia.

(2) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Badan
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan program. Keuangan, pelaporan,
kepegawaian, umum, Perlengkapan, dokumentasi, hukum,
data dan informasi serta hubungan antar lembaga
masyarakat;

Pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

Pengoordinasian dan pengaturan kerjasama;

d. Pengoordinasian perumusan kebijakan strategis di

lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;
Pelaksanaan urusan tata usaha;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. &
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Pasal 259

Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai
tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan
dilingkungan Badan, memberikan saran dan pertimbangan,
melaksanakan urusan ke tatausahaan, perlengkapan dan
rumah tangga, urusan data kepegawaian, melakukan
penyelesaian administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala,
pensiun dan cuti, serta membuat daftar nominatif dan daftar
urut kepangkatan.

Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

a. Mengumpulkan dan mengkaji berbagai ketentuan
perundang-undangan di bidang tata naskah instansi
keuangan,

b. Menyiapkan bahan pengambilan keputusan bagi atasan di

bidang keuangan;

c. Menyusun rencana anggaran,

d. Menyusun rencana penggunaan uang permata anggaran;
e. Menyusun laporan Keuangan;

f. mengumpulkan dan mengolah data di bidang tata usaha,

kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;

g. Menyimpan dan memelihara arsip, buku-buku dan
dokumentasi;

h. Melakukan inventarisasi, kebersihan kantor dan rumah
tangga Badan;

i. Menyiapkan bahan data bagi pengambilan keputusan
atasan di bidang administrasi dan kepegawaian;

j- Menyiapkan acara penyelenggaran rapat dan pertemuan;

k. Mengatur akomodasi, pengamanan dan perjalanan dinas;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, juknis dan juklak serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan Kepegawaian;

m. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan pengelolaan administrasi

Kepegawaian, 44
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membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);

Membuat usul kenaikan pangkat, dan pemberhentian ASN;
Mengolah administrasi kenaikan gaji berkala dan cuti ASN;
Memberikan saran dan pertimbangan;

Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 260

(1) Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,

pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan,

pengevaluasian serta pelaporan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

Menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan ;
Menyusun pelaksanaan evaluasi, laporan keuangan dan
kinerja Badan/LKIP;

Menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;
Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan;
Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data
statistik serta penyajian bahan penyusunan program dan
rencana kegiatan,

Menyusun petunjuk teknis tentang evaluasi dan pelaporan,;
Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan kegiatan;

Memberikan saran dan pertimbangan;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 261

(1) Bidang Mutasi, Promosi, Pengadaan, Pemberhentian Dan

Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang
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pengembangan karis dan promosi, Mutasi, kepangkatan dan

fasilitasi profesi ASN, Pengadaan, Pemberhentian, Data dan

Informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Mutasi, Promosi, Pengadaan, Pemberhentian Dan

Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

S

SRt o

Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
Pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan
tugas;

Merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
Menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
Mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi,

. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan

promosi;

Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan
informasi;

menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan
untuk pelaksanaan pengadaan;

menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
mengoordinasikan pelaksanaan administrasi

pemberhentian;

. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;

memverifikasi database informasi kepegawaian;
mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
dan

melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 262

(1) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian

Kinerja Aparatur, Dan Penghargaan mempunyai tugas

melaksanakan urusan dibidang Diklat Penjenjangan, Diklat

Teknis Fungsional dan Sertifikasi, Penilaian Kinerja Aparatur

dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pengembangan Kompetensi,

Disiplin dan Penghargaan. #
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(2) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian

Kinerja Aparatur, Dan Penghargaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;,
penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan

tugas;

. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;

. menyelenggarakan pengembangan kompetensi,;

mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi
jabatan;

merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan
sertifikasi;

memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional,
merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan
penghargaan;

mengoordinir kegiatan penilaian kinerja;

mengevaluasi hasil penilaian kinerja;

m. memverifikasi usulan pemberian penghargaan,;

mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa

Paragraf 4

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 263

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa

dan politik.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya; M
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pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya,

penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter bangsa;

penyelenggaraan urusan politik dalam negeri;
penyelenggaraan urusan ketahanan ekonomi, sosial budaya

dan organisasi kemasyarakatan;

. penyelenggaraan urusan penanganan konflik dan

kewaspadaan nasional; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 264

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan

memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi dinas
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan program. Keuangan, pelaporan,
kepegawaian, umum, Perlengkapan, dokumentasi, hukum,
data dan informasi serta hubungan antar lembaga
masyarakat;

pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
pengoordinasian dan pengaturan kerjasama;
pengoordinasian perumusan kebijakan strategis di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
pelaksanaan urusan tata usaha; dan

pelaksanaan tugas dan lain yang diberikan oleh atasan. ﬂ
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Pasal 265

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

membantu sekretaris dinas dalam penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta
pelaksanaan administrasi dinas dibidang umum dan
kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan

fungsi :

a. menghimpun, mempelajari, dan mengkaji peraturan
perundang-undangan juknis dan juklak serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan umum dan kepegawaian;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan umum dan kepegawaian, serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun dan menyiapkan pedoman, norma, standar,
prosedur, kerja, dan petunjuk teknis operasional yang
berhubungan dengan umum dan kepegawaian;

d. mengumpulkan data dan/atau informasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan terkait tugas dan fungsinya,

e. menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan
data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan
dengan keuangan, umum dan kepegawaian;

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait,
sesuai dengan tugasnya dan fungsinya;

h. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan
masukan bagi pimpinan;

i. membina dan menilai kinerja bawahan;

j. menyusun laporan yang berhubungan dengan tugas dan

fungsinya;
melakukan inventarisasi kebersihan kantor dan rumah
tangga Dinas;

k. membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);

1. menerima dan/atau mengusulkan administrasi kepegawaian

dinas;
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m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan masukan kepada pimpinan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 266
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan urusan
dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, dan
pembinaan dan karakter bangsa serta tugas lain yang diberikan
oleh atasan.
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan
Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan
tugas;
d. penyelenggaraan urusan bina ideologi dan wawasan
kebangsaan; dan

e. penyelenggaraan urusan pembinaan karakter bangsa.

Pasal 267
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan urusan dibidang pengembangan budaya dan
etika politik, fasilitasi partai politik dan Pemilu, serta tugas lain
yang diberikan oleh atasan.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan
tugas;
d. penyelenggaraan urusan pengembangan budaya dan etika
politik;

e. penyelenggaraan urusan fasilitasi partai politik dan Pemilu;

dan &
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f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 268
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi
kemasyarakatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
b. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan
tugas;
d. penyelenggaraan urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan
Budaya; dan

e. penyelenggaraan urusan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 269

Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Penanganan
Konflik Dan kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan
kebijakan strategis.
Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan,

c. pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan

tugas;
d. penyelenggaraan urusan Penanganan Konflik; dan
e. penyelenggaraan urusan Kewaspadaan Dini, Analisis

Evaluasi Informasi Dan Kebijakan Strategis; @
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Paragraf 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 270
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas
memberikan masukan kepada Kepala BPBD dalam
penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala BPBD.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan
bencana Daerah;
b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana Daerah.
Keanggotaan unsur pengarah terdiri atas :
a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 271
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana
Daerah.
Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
1, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang;
b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pelayanan administrasi;
c. penyelenggaraan urusan Kesiapsiagaan, Pencegahan,
Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
d. penyelenggaraan urusan Kedaruratan dan Logistik. #
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Pasal 272

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu kepala badan

dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan

memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di

lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi badan
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan
ketatalaksanaan program. Keuangan, pelaporan,
kepegawaian, umum, Perlengkapan, dokumentasi, hukum,
data dan informasi serta hubungan antar lembaga
masyarakat;

b. pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di
lingkungan Badan Penanggulangan Daerah.

c. pengoordinasian dan pengaturan kerjasama;
pengoordinasian perumusan kebijakan strategis di
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 273

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas dibidang
keuangan, umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari, dan mengkaji peraturan
perundang-undangan juknis dan juklak serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan keuangan, umum dan
kepegawaian;

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan vang
berhubungan dengan keuangan, umum, dan kepegawaian,

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; g
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c. menyusun dan menyiapkan pedoman, norma, standar,
prosedur, kerja, dan petunjuk teknis operasional yang
berhubungan dengan keuangan, umum, dan kepegawaian;

d. mengumpulkan data dan/atau informasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan terkait tugas dan fungsinya;

e. menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan
data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan
dengan keuangan, umum dan kepegawaian;

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait,
sesuai dengan tugasnya dan fungsinya;

h. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan
masukan bagi pimpinan,;

i. membina dan menilai kinerja bawahan;

j. menyusun laporan yang berhubungan dengan tugas dan
fungsinya;

k. melakukan inventarisasi kebersihan kantor dan rumah
tangga Dinas;

1. membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);

m. menerima dan/atau mengusulkan administrasi kepegawaian
dinas;

n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
bahan masukan kepada pimpinan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 274
Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Pencegahan, Rehabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan urusan
Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan pencegahan
serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
Kepala Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Kesiapsiagaan, Pencegahan, Rehabilitasi dan
Rekonstruksi mempunyai tugas :
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 41
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pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan
tugas;

penyelenggaraan urusan Kesiapsiagaan, Rehabilitas dan
Rekonstruksi; dan

penyelenggaraan urusan Pencegahan.

Pasal 275

(1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas

(2)

(1)

melaksanakan urusan Kedaruratan dan Logistik tugas lain yang

diberikan oleh kepala badan.

Kepala Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
pengoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan
tugas,

penyelenggaraan urusan Kedaruratan; dan

penyelenggaraan urusan Logistik;

Bagian Ketujuh
KECAMATAN

Pasal 276

Camat mempunyai tugas:

a.
b.

.

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;

. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau

sebutan lain dan/atau kelurahan;

.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi @
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kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di

Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Pasal 277
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat
dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan
memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di
lingkungan Kantor Kecamatan.
Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dan pelayanan administrasi Kantor
Kecamatan yang meliputi urusan keuangan, umum,
kepegawaian, perencanaan, program, evaluasi dan
pelaporan serta tata usaha kesekretariatan;

b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan;

c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan ketenteraman
dan ketertiban;

d. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat;

e. pengoordinasian penyelenggaraan urusan kesejahteraan
sosial dan pemberdayaan perempuan;

f. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pelayanan
umum;

g. pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di
lingkungan Kecamatan,;

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 42
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Pasal 278

(1) Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan keuangan, umum dan

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga

kantor kecamatan.

(2) Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai fungsi :

a.

=

—.

melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pembukuan
dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

mengumpulkan dan mengolah data di bidang tata usaha,
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Kantor
Kecamatan;

menyimpan dan memelihara arsip, buku-buku dan
dokumentasi;

melakukan inventarisasi, kebersihan kantor;

menyiapkan bahan data bagi pengambilan keputusan
atasan di bidang administrasi dan kepegawaian;
menyiapakan penyelenggaran wupacara, rapat dan
pertemuan;

mengatur akomodasi, pengamanan dan perjalanan dinas;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, juknis dan juklak serta bahan-bahan lainnya
yang berhubungan dengan keuangan, umum dan
kepegawaian;

mengumpul, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan,
kepegawaian dan umum,

menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;

membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK);

membuat usul kenaikan pangkat, pemberhentian PNS

dengan hak pensiun;

m. mengolah administrasi kenaikan gaji berkala dan cuti PNS;

s

memberikan saran dan pertimbangan;

melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. #&
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Pasal 279

(1) Subbagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data

untuk kepentingan pembuatan perencanaan, program, evaluasi

dan pelaporan Kecamatan.

(2) Subbagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

daalm melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat

(1), mempunyai fungsi :

a.

b.

menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan ;
menyusun pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja
Kecamatan /LKIP;

melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan;
melakukan  pengumpulan dan  penyajian  bahan
penyusunan program dan rencana kegiatan,;

menyusun petunjuk teknis tentang evaluasi dan pelaporan;
melakukan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan;

fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan
program yang dilaksanakan perangkat Daerah di
Kecamatan;

penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan tahunan
Kecamatan;

pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub
unit kerja lainnnya di lingkungan Kecamatan;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 280

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan Kecamatan.

(2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi,

a.
b.

mengumpul dan mengolah data dibidang pemerintahan;
menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan,; ‘ﬁ
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melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical
di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
di tingkat kecamatan;

menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala
desa, perangkat desa dan/atau kelurahan;

menyusun program pembinaan ideologi Negara dan
pembinaan kewarganegaraan.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan desa/kelurahan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 281

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan

penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a.

Mengumpulkan, mengolah data dibidang ketentraman dan
ketertiban.
menyusun program penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban.
melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

Peraturan Daerah dah Peraturan Bupati. M



(1)

(2)

-238 -

d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penerapan produk
hukum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan
peraturan perundang-undangan;

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah
kecamatan;

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan stabilitas
keamanan di wilayah Kecamatan,;

b. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan;

c. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada
di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah
kecamatan;

a. membuat laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan
ketentraman dan ketertiban.

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 282
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas menyelenggarakan pembinaan/memfasilitasi pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan, mengolah data di bidang pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

b. menyusun dan memberikan petunjuk teknis program
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
Kecamatan;

c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam

2
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forum musyawarah perencanaan pembangunan di
desa/kelurahan dan kecamatan;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta
yang mempunyai program kerja dan  kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

e. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang
dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

f. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

g. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat
di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada
satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat;

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi program pendidikan
dan latihan ketrampilan bagi masyarakat di Kecamatan;

i. melakukan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat
Desa;,

j. melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat
daerah terkait dalam rangka perencanaan, pembangunan
di kecamatan;

k. Memfasilitasi penyiapan administrasi pelaksanaan bantuan
pemerintah kepada Desa/Kelurahan;

l. memberikan bimbingan peningkatan gotong-royong
masyarakat;

m. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dibidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 283
(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas melaksanakan, mengumpulkan dan
mengolah bahan dan pembinaan dibidang sosial, pembinaan

kesejahteraan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. #’
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(2) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai fungsi :

a.

mengumpul dan mengolah data dibidang kesejahteraan
sosial dan pemberdayaan perempuan.

menyiapkan bahan penyusun, pedoman dan petunjuk
tehnis yang berhubungan dengan pembinaan
kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.
menginventarisasi permasalahan-permasalahan dibidang
bantuan sosial, usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan
sosial dan pemberdayaan perempuan.

melaksanakan pembinaan pemuda dan olah raga.
mengadakan pembinaan usaha-usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial, Kesehatan,
kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
membuat  laporan pelaksanaan tugas  dibidang
kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Pasal 284

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memelihara

prasarana dan sarana pelayanan umum.

(2) Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a.
b.

mengumpul dan mengolah data dibidang pelayanan umum;
menyiapkan bahan penyusun, pedoman dan petunjuk
tehnis yang berhubungan dengan pelayanan umum;
menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang
pelayanan umum,;

melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya
di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas
pelayanan umum;

melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas

pelayanan umum,; 49:
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f. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan,

g. melakukan perawatan dan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB V
STAF AHLI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 285
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah;
Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalh pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Jumlah dan Pembidangan

Pasal 286
Jumlah Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 Staf Ahli;
Pembidangan dan nomenklatur jabatan staf ahli terdiri dari:
Staf Ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan;
Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;

Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Pasal 287
Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai hukum, pemerintahan, p
dan politik;
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(4) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi,
keuangan, dan pembangunan; dan

(5) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

kemasyarakayan dan sumber daya manusia.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 288

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon lla atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah,
Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli

Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris
Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta

Camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau Jabatan

Administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris

Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIlb atau

Jabatan Administrator.

(5) Kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas

dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan
badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala

seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau

Jabatan Pengawas.

(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas

B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan

badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris

kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan

eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
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Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan
pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong
belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah
sakit Daerah kabupaten dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang
ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi
dengan diberikan tugas tambahan.

Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan
masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan

yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 289
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, setiap pimpinan
satuan kerja perangkat daerah, dan/atau unit kerja dibawahnya
serta kelompok tenaga fungsional, wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah melalui
Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat,
baik itu dalam lingkungan masing-masing dinas, maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi masing — masing;
Setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah, dan/atau unit
kerja dibawahnya, serta kelompok tenaga fungsional, wajib
membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan
apabila terjadi kesalahan, maka segera mengambil langkah-
langkah penyelesaian dan/atau penindakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ,_@
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(3) Setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah, dan/atau unit
kerja dibawahnya, serta kelompok tenaga fungsional,
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahannya;

(4) Setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah, dan/atau unit
kerja dibawahnya, serta kelompok tenaga fungsional, wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada pimpinan masing-masing serta menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya masing-masing,
oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah, dan/atau unit
kerja dibawahnya, serta kelompok tenaga fungsional, wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya;

(6) Dalam hal bawahan yang menyerahkan laporan kepada
pimpinan, maka wajib menyampaikan tembusan laporan
kepada masing-masing satuan organisasi lainnya yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja;

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan kerja
perangkat daerah, dan/atau unit kerja dibawahnya, serta
kelompok tenaga fungsional dibawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing,

wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 290
(1) Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan

Perundang — Undangan; 1&
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(3) Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional diatur

melalui Surat Keputusan dan atau Surat Tugas Kepala
Perangkat Daerah Masing-Masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja;

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan

(4)

Peraturan Perundang — undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 291
Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan,
penempatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dilakukan
oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
ASN oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 292
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; ﬁ



c. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur;

. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Daerah; dan

. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Daerah; dan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b
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Pasal 293

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal |3 April 2023

G\,BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,H

CHRUL MAMONTO
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L4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

[ ]
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL U Tanas

(,/ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, £

HRUL MAMONTO


8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

. STRUKTUR ORGANISASI
fp‘;:jf:: [3 April 2023] DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
[ L 1.
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG

PELAYANAN PENDAFTARAN PELAYANAN PENCATATAN BIDANG

PENDUDUK SIPIL PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

\
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL VETD SRS

%BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, #-

CHRUL MAMONTO


8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

S STRUKTUR ORGANISASI
TANGOAL:  [5 AR 3073] DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
TENTANG: DAN MENENGAH
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BIAGIAN | SUB BIAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN PERENCANAAN, PROGRAM,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG

PEMBINAAN KOPERASI, UKM

PERDAGANGAN DAN PASAR DAN INDUSTRI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Y4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN PTD
FUNGSIONAL " i

(n) BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, {Z

CHRUL MAMONTO


8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
oy STRUKTUR ORGANISASI
 [3.April 2023] DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

TENTANG :

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

E— SEKRETARIAT
[ 1 1
SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGAWASAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYIAPAN KAWASAN DAN
KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA SYARAT-SYARAT KERJA DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
EBT TRANSMIGRASI
L{ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Ll KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

[
KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL UPTD DINAS

() BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ¢t

SACHRUL MAMONTO


8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BoMER. ¢ [g | STRUKTUR ORGANISASI
TANGGAL : 1
. 3 April 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[ I 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN PERENCANAAN, PROGRAM,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG
RMASI MUNIKASI BIDANG BIDANG
fFo P]I)]g.lll{{o APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
LU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
l
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL UPTD DINAS

({ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 4

CHRUL MAMONTO


8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : |g
rANGOAL ;mm RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI
TENTANG : DINAS PERHUBUNGAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
1
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN PERENCANAAN, PROGRAM,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG
BERANG PRASARANA DAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
AR DAS AR KESELAMATAN
T ]
SEKSI i SEKSI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN
i SEKSI U SEKSI
PENGUJIAN SARANA KESELAMATAN
KELOMPOK JABATAN UPTD
FUNGSIONAL —

G_ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, &

UL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 8
TANGGAL: [3 April 2023

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KEPALA DINAS

KOLOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

i

[

]

|

SUB BAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN FUNGSIONAL
[ | | i \
BIDANG SUMBER DAYA BIDANG PERUMAHAN
BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA AIR BIDANG TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

J

[

I

l

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

L KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PERTANAHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

(%, BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, &

ACHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR  :

TANGGAL: |3 April 2023

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS
= SEKRETARIAT
I ! |
SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN “Lgﬁsg:l;m'r“
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
PRASARANA DAN SARANA HORTIKULTURA PERKEBUNAN HEWAN PENYULUHAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN i KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 1 KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[ |
KELOMPOK
PPK JABATAN FUNGSIONAL VPR DENAD

(., BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, £t

HRUL MAMONTO



8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : STRUKTUR ORGANISASI
TANGGAL 13 April 2023
g DINAS PERIKANAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
C F '
SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG o BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PERIZINAN, SARANA PEMBUDIDAFAAN TR
KECIL PEMBUDIDAYAAN IKAN PRASARANA PERIKANAN DAN
PENGELOLAAN TPI
4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | Y4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

[ |

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL UPTD DINAS

G\J BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 1&

‘

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR STRUKTUR ORGANISASI

TANGGAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TENTANG DAN PERLINDUNGAN ANAK

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH " KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
[ : L
SUB BAGIAN KELO
KEUANGAN, UMUM DAN F:Npg;{lg:::rm
KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENANGANAN KEKERASAN
DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
[ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ok

@ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 4

SACHRUL MAMONTO


8

3 April 2023


el

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR !
e STRUKTUR ORGANISASI \
anant: {3 aprl 2023] DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN KELUARGA BERENCANA

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH K.ABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS

s e e SEKRETARIAT
|
L L
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN :;I‘:AB‘?SG:ANH A
KEUANGAN
BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK, K_Ewmgfgg‘} CANA KETAHANAN DAN
PENYULUHAN DAN REN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PENGGERAKAN
l KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ||Y KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TR .

G_\/BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,&

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

1

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

[
SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG

PENATAAN, PENAATAN DAN mg:‘msmrm,
PENINGKATAN KAPASITAS

PENGENDALIAN PENCEMARAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD DINAS

(, BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,{

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 8

TANGGAL - [3 April 2023 STRUKTUR ORGANISASI

TENTANG: DINAS PENANAMAN MODAL
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS

- | SEKRETARIAT
[ I 1
SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN xm.g;u:g:] gﬁf"”
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAN DAN PROMOSI PM LAYANAN PERIZINAN DAN NON PENGAWASAN DAN
PENGEMBANGAN PM PERIZINAN PENGENDALIAN
{ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL || .| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ||| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
[ 1
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL UPIR DENAR

({, BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 4

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : [g
TANGGAL : (3 April 2023]

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS

—_— SEKRETARIAT
[ i1 1
SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG i
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN KONSUMSI DAN PR, o1 DO
RERAWALAN TARGAN PANGAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

[ ]

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL UPTD DINAS

G‘\J BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,&

SACHRUL MAMONTO
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 8
TANGGAL: |3 April 2023

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
[ L 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN PERENCANAAN, PROGRAM,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
mmgmn DAN BIDARG g gt
PENEGAKAN PERATURAN
el oyl PERLINDUNGAN MASYARAKAT e
] —
RS |
SI
SEKSI g SEKSI
! KELEMBAGAAN DAN H
KETENTERAMAN MASYARAKAT B ey e RO PENEGAKAN
SEKSI I SEKSI | SEKSI
KETERTIBAN UMUM SARANA DAN PRASARANA PENYIDIKAN ASN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL || L g l KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PEMADAM KEBAKARAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL HEIRTRAS

Q‘/BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 4

L

HRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR  :

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA BADAN

e

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
I
[ [ ]
SUBBAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN FUNGSIONAL
i | [ |
P‘%‘ﬁggsg fﬁﬁﬁcﬂggﬁ‘é BIDANG PEMERINTAHAN DAN BIDANG PEREKONOMIAN BIDANG INFRASTRUKTUR
: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SDA DAN KEWILAYAHAN
DAN EVALUASI
1 l
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN J
KELOMPOK JABATAN
ey FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

(1) BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,4%

HRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR E

TANGGAL : @l STRUKTUR ORGANISASI

TENTANG : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
[ { 1
SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
ANGGARAN PERBEENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PENDAPATAN
A 6 i | po: ; 1|
SUB BIDANG P R SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN | | Lo, (O I PELAPORAN PENERIMAAN | PENGADAAN, PEMBINAAN DAN | PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN
APBED KEUANGAN PEMDA PENGAWASAN BMD PENCATATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG | | SUB BIDANG | SUB BIDANG
ANGGARAN DAN VERIFIKASI PENGENDALIAN DAN PENERBITAN PELAPORAN PENGELUARAN KAS | yyypast DAN PENGHAPUSAN BMD PENETAPAN DAN PENAGIHAN
SPD DAN SP2D PEMDA
| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL || KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |.| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |l KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I |
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL ki

a\/ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, m,

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
TEN‘:‘}AEIJ\IL?K:AN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI MANUSIA

ST A AR PR AT DA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
[ . 1
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
SUBBAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PR““;‘QTf;’;;Xﬁs' .
KOLOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG MUTASI, PROMOSI, i'gﬁﬂg;;i’;?fgf::’ﬁf;‘

PENGADAAN, PEMBERHENTIAN

DAN INFORMASI PENILAIAN KINERJA APARATUR,

DAN PENGHARGAAN

] T

L KOLOMPOK KOLOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

CI BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, &
UPTD

CHRUL MAMONTO


8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NoMOR : [g] STRUKTUR ORGANISASI
TANGGAL: |3 April 2023] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TENTANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
[ } 1
SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
BIDANG BIDARG BIDANG
BINA IDEOLOGI, WAWASAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL PENANGANAN KONFLIK DAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER POLITIK DALAM NEGERI BUDAYA DAN ORGANISASI KEWASPADAAN NASIONAL
BANGSA KEMASYARAKATAN
*l KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOiM'.POK I
JABATAN FUNGSIONAL UESR BaeN o N

(_BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ﬁ

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MOR :
il STRUKTUR ORGANISASI
TeNTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA
I v
UNSUR PENGARAH KEPALA
PELAKSANA BPBD
¢ ANGGOTA PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH; |
«  ANGGOTA MASYARAKAT
PROFESIONAL DAN AHLI SEKRETARIAT
[ 1 1
SUB BAGIAN
KEUANGAN, UMUM DAN m“m&’m”“
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KESIAPSIAGAAN, BIDANG
PENCEGAHAN, REHABILITASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
DAN REKONSTRUKSI
| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ||| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL EC—

QJBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,&



8

3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KOTABUNAN

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

|

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKS| KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Q/BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, A

HRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TUTUYAN

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

1

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

l

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKS| PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKS| KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

a\)BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, #

CHRUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

3]

3 April 2023|

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MOTONGKAD

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI|I PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI| KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

(i BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 5&

RUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :
TANGGAL 13 April 2023
TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN NUANGAN

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

1

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN

SEKSI KESEJAHTERAAN

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETENTERAMAN DAN PEMBERDAYAAN SOBIAL DAN SEKSI PELAYANAN UMUM
KETERTIBAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT et

CJBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, #t

~

RUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR
TANGGAL : |3 April 2023
TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MODAYAG

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

1

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

|

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKS| KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

G BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, &

RUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :
TANGGAL: |3 April 2023
TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MODAYAG BARAT

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI| KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Q} BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,&

RUL MAMONTO
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3 April 2023


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :
TANGGAL : |3 April 2023
TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MOOAT

CAMAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEKRETARIAT

1

SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN, PROGRAM,

EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKS| PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI| KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Q/ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, #

CHRUL MAMONTO
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